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“Sebagai punéak badan peradilan di-Indonesia, sejatinya Mahkamah

Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non
yudisial mampu melakukan perubahan dan penataan internal secara
fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.
Namun faktanya, sejak reformasi 1998, lembaga tersebut belum mampu
memenuhi harapan terhadap terbentuknya badan peradilan yang
merdeka, berwibawa dan professional. Kinerja badan peradilan masih
senng menuai krmk darl berbagat kalangan terkalt penyalah
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QUO VADIS MAHKAMAH AGUNG
(CATATAN SINGKAT MAHKAMAH
AGUNG SEBAGAI PEMBERI
PELAYANAN HUKUM YANG
PROFESIONAL DAN BERKEADILAN)

Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ket Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Profesi Hukum Indonesia

Il tanggal 15 Agustus 2015 yang lalu, Presiden selaku kepala negara
Wiyampaikan pidato di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato
4 teehut berisi penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara. Mahkamah
gy (MA) sebagai salah satu dari lembaga negara yang diatur dalam
W11 1945 dilaporkan Presiden memiliki capaian kinerja yang cukup
Wmbinpgakan. Presiden menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah
wlikukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat
Siiilir waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali
¢ prnpadilan pengaju. Menurut Presiden terobosan lainnya, adalah
Wiplementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan.
“Uiiin langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan
il ponitif”, sebagaimana dikutip dalam laman Sekretariat Negara.

I'endapat Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari yang
Wnilil semua capaian yang telah diraih MA selama 2015 secara umum
Subup baik dari sisi profesionalisme hakim agung, terutama menyangkut
“liiya trend penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun. Selain
W adanya penurunan hakim yang dijatuhi sanksi berat sesuai catatan yang
Williki KY. Menurutnya, penurunan jumlah hakim yang melanggar kode

ik an perilaku menunjukkan pengawasan MA dan KY cukup efektif.

lentunya hal ini menjadi sebuah spirit atau motivasi positif bagi
Slikamah Agung sebagai badan peradilan yang mengemban tugas mulia
Al melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan kekuasaan
A luliman sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 24 UUD
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